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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI

Menimbang

Mengingat

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf

c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Konselor Adiksi, perlu menetapkan Peraturan

Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya,;

1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Konselor Adiksi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR
ADIKSI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional Konselor Adiksi adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam
membantu orang dengan gangguan penggunaan
ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya.

Pejabat Fungsional Konselor Adiksi yang selanjutnya
disebut Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan
pekerjaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang  mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
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11.
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13.
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pemberhentian PNS sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi adalah proses
melaksanakan  seluruh  tahapan layanan  upaya
pemulihan seseorang dari adiksi terhadap narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pengembangan Layanan Rehabilitasi adalah rangkaian
upaya untuk meningkatkan layanan rehabilitasi agar
dapat memenuhi perkembangan kebutuhan rehabilitasi.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Konselor Adiksi dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Konselor Adiksi
sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau
jabatan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Konselor
Adiksi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil
kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan
membantu menilai kinerja Konselor Adiksi.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat
BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Presiden.
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14.

15.

16.

(1)

(2)

(3)

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN

FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI

Pasal 2

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Konselor Adiksi dihitung berdasarkan beban kerja yang

ditentukan dari indikator antara lain:

a. tingkat keparahan penggunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya;

b. ketersediaan aksesibilitas layanan rehabilitasi
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

c. rasio antara beban tugas rehabilitasi dan kapasitas
unit rehabilitasi di Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah yang dapat mengajukan usulan

formasi Konselor Adiksi antara lain:

a. balai besar/balai/loka rehabilitasi;

b. panti sosial;

c. rumabh sakit jiwa/rumah sakit umum/ klinik;

d. BAPAS/LAPAS; dan

e. instansi lain yang menyelenggarakan pelayanan
rehabilitasi bagi penyalah guna dan korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya.

Usulan pengajuan formasi diajukan kepada Badan

Narkotika Nasional selaku instansi pembina fungsi
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Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk
dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian Negara.

(4) Mekanisme perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Konselor Adiksi diatur lebih lanjut akan diatur pada

dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional.

BAB III
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI

Pasal 3
Jabatan Fungsional Konselor Adiksi termasuk dalam rumpun

kesehatan dan/atau ilmu sosial dan bersifat terbuka.

Pasal 4

(1) Konselor Adiksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis
rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya pada Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk
memberikan layanan rehabilitasi.

(2) Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan karier PNS.

(3) Konselor Adiksi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau
Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di
bidang pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling

dan pengembangan layanan rehabilitasi.

Pasal 5
Konselor Adiksi memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan,
melakukan dan  menyelesaikan  kegiatan  pelayanan
rehabilitasi dan pengembangan kualitas pelayanan rehabilitasi
bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
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